PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN
1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi
perkembangan yang terjadi dalam industri
perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha
perasuransian;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3861);

MEMUTUSKAN: ...
DISTRIBUSI II



Menetapkan

DISTRIBUSI 11

2.
MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73
TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERASURANSIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3861), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Penunjang
Usaha Asuransi.

2. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi
Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang
memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap
risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi.

4. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan
Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan
Aktuaria.

5. Unit Syariah adalah wunit kerja di kantor pusat
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
dan/atau kantor pemasaran yang menjalankan usaha
berdasarkan prinsip syariah.

6. Retensi ...
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6. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang
pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi
tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.

7. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau
persero atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan
usaha bersama.

8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Perusahaan Asuransi hanya dapat menyelenggarakan
usaha di bidang asuransi kerugian atau asuransi jiwa.

(2) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menyelenggarakan  seluruh  usahanya
berdasarkan prinsip syariah.

(3) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menyelenggarakan sebagian usahanya
berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit
Syariah.

Pasal 2B

(1) Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan
usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi
perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan
asuransi jiwa.

(2) Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menyelenggarakan  seluruh  usahanya
berdasarkan prinsip syariah.

(3) Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menyelenggarakan sebagian usahanya
berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk Unit
Syariah.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan kegiatan
usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dalam ...
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dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan
tujuan pendirian perusahaan hanya untuk
menjalankan satu jenis usaha perasuransian,;

permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

susunan organisasi perusahaan paling sedikit meliputi
fungsi:

1. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi
pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;

2. bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan
Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan
keuangan dan fungsi pelayanan;

3. bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai
Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan
Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang
jasa yang diselenggarakannya.

mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang
usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola
kegiatan usahanya;

untuk Perusahaan Asuransi, memiliki komisaris
independen yang:

1. tugas pokoknya adalah untuk menyuarakan
kepentingan pemegang polis;

2. bukan merupakan afiliasi dari pemegang saham,
direksi, atau komisaris; dan

3. menjabat sebagai komisaris independen paling
banyak pada 2 (dua) Perusahaan Asuransi.

untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau
sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah,
memiliki dewan pengawas syariah; dan

melaksanakan pengelolaan Perusahaan Perasuransian
berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi
perusahaan, tenaga ahli, komisaris independen, dewan
pengawas syariah dan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.

4. Ketentuan ...
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4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang
Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah
sebagai berikut:

a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi
Perusahaan Asuransi;

b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi
Perusahaan Reasuransi;

c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi
Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang
Reasuransi.

(2) Modal disetor minimum bagi pendirian Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang
menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi
Perusahaan Asuransi;

b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi
Perusahaan Reasuransi.

(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dan setiap penambahannya harus dalam bentuk
tunai.

(4) Pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham
pihak asing melalui penyertaan langsung dalam
Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan
puluh persen).

. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 7 (tujuh) pasal,

yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, Pasal 6E, Pasal
oF, dan Pasal 6G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Perusahaan Perasuransian harus memiliki modal sendiri
paling sedikit sebesar modal disetor minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2).

(2) Modal ...



